
DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Abdullah, Syukriy dan Asmara, Jhon Andra. 2006. Perilaku Oportunistik  

Legislatif Dalam Penganggaran Daerah. Simposium Nasional Akuntansi 

IX, Padang. 

 

Baay, Tri Adiyanto. 2011. Analisa Faktor-Faktor yang Menyebabkan Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran di Provinsi Maluku Utara Tahun 2009. Tesis. MEP-

UGM. Yogyakarta. 

 

Bali, Thomas Tuba. 2013. Analisa Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2010 Ditinjau dari Aspek 

Manajemen Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur). Tesis. MAKSI-UGM. Yogyakarta. 

 

BPK RI. 2013. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 

2013.  

 

Braun, Virginia dan Victoria Clarke. 2006. Using Thematic Analysis in 

Psychology. Dept. of Psychology The University of Auckland, Auckland 

NZ and Faculty of Applied Science The University of The West England 

Frenchay Campus, Bristol, UK. 

 

Creswell, J.W. 2009. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed 

Methods Approaches. 3rd ed. California: Sage Publication, Inc. 

 

Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. 2012. Akuntansi Sektor Publik: 

Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. 

Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. 2012. Teori, Konsep dan Aplikasi : 

Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.  

Jensen, M dan Meckling, W. 1976. Theory of the firm: Managerial Behavior, 

Agency Cost, and Ownership Structure. Journal of Financial Economics. 

Kementrian Keuangan. 2013. Deskripsi dan Analisis APBD 2013. Jakarta. 

Latifah, Nurul. 2010. Adakah Perilaku Oportunistik Dalam Aplikasi Agency 

Theory di Sektor Publik. Fokus Ekonomi Vol 5. 

Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press. 

Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis 

Perekonomian Daerah. Artikel No 4. Jakarta. 

 

Evaluasi Penyebab Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang Berlebihan
SELVIA NURINDAH SARI, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., CA
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara.  

 

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  

 

Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.  

 

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah.  

 

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah.  

 

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

tentang Tata Terrtib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  

 

Republik Indonesia. 2010. Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual. 

 

Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 

Widati, Faurita Mei. 2016. Evaluasi Pelaksanaan Audit Investigatif Pada 

Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Tesis. MAKSI-UGM. 

Yogyakarta. 

Witri. 2010. Analisis SILPA pada Perhitungan APBD Kabupaten Manokwari 

Tahun 2007-2009. Tesis. MEP-UGM. Yogyakarta. 

 

 

 

 

 

 

WEB: 

 

Tanahlautkab.go.id (diakses online pada 3 april 2015) 

 

Banjarmasinkota.go.id (diakses online pada 4 april 2015) 

 

Evaluasi Penyebab Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang Berlebihan
SELVIA NURINDAH SARI, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., CA
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


